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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan yang berjudul " Tugas dan
Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No.
67 Tahun 2006 dalam Perspektif Figh Siyasah". Penelitian ini bertujuan menjawab
pertanyaan bagaimana Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
Menurut Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006? Bagaimana Pandangan Figh Siyasah
Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasioanl (Lemhannas) Menurut
Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006?

Data dalam penelitan ini dihimpun melalui teknik telaah dari hasil makalah-
makalah, buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, selajutnya dianalisis
dengan metode Deskriptif Analisis dan Deduktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Figh
Siyasah Lemhannnas dengan pemerintahan Islam, keduanya sama-sama sangat
menghargai wawasan kebangsaan, Militer sebagai suprastruktur Negara tentu
memiliki wawaasan kebangsaan yang capable, dimana sebagai penjaga garis
demarkasi Negara seluruh baktinya dihadapkan pada kepentingan bangsa dan
Negara. Yang mempunyai tugas dan fungsi Mendidik, menyiapkan kader dan
memantapkan pimpinan tingkat nasional, Mengkaji berbagai permasalahan strategi
nasional, regional dan internasional, Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang
terkandung didalam pembukaan UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila, melakukan
kerjasama pendidikan pasca sarjana dibidang strategi ketahanan nasional, serta
melakukan kerjasama pengkajian strategi dan kerjasama pemnatapan nilai-nilai
kebangsaan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Militer atau tentara adalah salah satu kelompok profesional yang harus
dimiliki oleh suatu negara. Militer terdiri dari kelompok orang-orang terorganisir
yang disiplin untuk melakukan pertempuran yang tentunya berbeda dengan
kelompok orang-orang sipil. Sementara kelompok militer atau organisasi militer,
menurut Amos Perlmutter adalah sebuah ikatan persaudaraan dan persekutuan
sekaligus alat kekuasaan dan birokrasi. Dalam pengertian Se Finer, kelompok
militer ini dipersiapkan untuk bertempur dan memenangkan pcperangan guna
mempertahankan eksisitensi sebuah Negara. Dengan demikian maka tugas
militer adalah melatih diri dan mengadakan perlengapan untuk menghadapi
musuh dari luar.

Militer merupakan kajian baru dalam wacana politik kontemporer. Bermula
runtubnya sosialis komunisme di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet
pasca perang dingin, dan munculnya Ncgara-ncgra mcrdcka yang mcnampilkan
perwira-perwira militer sebagai penegak kediktatoran baru. Kajian tentang
militer dalam politik islam (figh siyasah) kurang diminati baik olch kalangan

muslim maupun non-muslim. Para pcnulis maupun pencliti politik islam baik



dimasa-masa awal sampai perkembangan yang paling mutakhir pun lebih banyak
melihat militer sebagai wacana dari jihad.'

Dalam perjalanan sejarah islam, masyarakat islamzaman klasik teah
mengenal masalah-masalah kemiliteran. Terbentuknya Negara kota (city state)
islam pertama Madinah, setelah beberapa tahun Nabi dan pengikutnya menjadi
kelompok powerless (tanpa kekuasaan), memaksakan komunitas muslim ini
mencurahkan perhatian yang cukup intens pada kekuatan pertahanan negara.

Konfrontasi militer muslim dengan non-muslim itu memberikan inspirasi
bagi pemerintahan Madinah, dimana kekuatan militer menjadi tulang punggung
dalam mempertahankan dan membela bangsa yané merdeka. Ssebuah Negara
harus ditopang oleh kekuatan militer yang kuat. Apalagi Negara islam Madinah
yang mempunyai latar belakang scbagai Negara kota pertama di jazirah Arabia.

Para peneliti militer menggunakan analisis taksonomi dan konseptual
dalam mengkaii militer. Taksonomi dan konscptual ini diperlukan untu kategori
jenis tcntara, bentuk-bentuk hubungan tentara dan sipil, scrta kontcks scjarah
tentara dalam lintasan peristiwa. Samuel P Huntington misalnya,
mengemukakan bentuk oraganisasi militer meniadi tiga bentuk: (1) militer
profcsiona, yakni bentuk organisasi militcr yang mcnonjol dalam Ncgara-ncgara
yang politiknya stabil, (2) militer praetorian, bentuk militer yang berkembang

subur di Negara-negara yang mcngalami instabilitas politik, scrta (3) militer

! Ymam yahya, Tradisi Militer Dalam Islam, h. 1-2
% Ibid. h. 3



revolusiner, yakni bentuk militer yang menyatu dalam orde politik yang stabil,
meski pada mulanya berasal dari sistem politik yang tidak stabil.?

Secara sepintas hubungan antara islam dan militer seakan-akan dipaksakan.
Karena islam adalah sebuah institusi keagamaan yang sarat dengan persoalan-
persoalan sakral, sementara militer adalah sebuah institusi professional yang
terstruktur dalam setiap Negara. Namun demikian antara islam dan militer dapat
ditemukan benang merah dalam persamaannya.*

Pertama, keterpautan dengan politik kenegaraan. Dalam wacana islam
persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah dalam perilaku sejarah islam
adalah persoalan politik, yakni tentang siapa yang akan menjadi pemimpin
sepeninggal nabi Muhammad. Beliau tidak saja sebagai nabi tetapi juga sebagai
kepala pemerintahan Negara Madinah. Sementara keberadaan militer tak bias
lepas dari janin poitik dimana tentara itu berada. Artinya sebuah Negara akan
menjadi Negara yang kuat diperhitungkan olch Negara lain harus ditunjang oleh
kekuatan militer yang tangguh, kuat serta mengakui kcsctiaan kcpada
pemerintah, Negara dan bangsa.

Kedua, secara konsepsional, kcduanya saugat mcnghargai wawasan
kcbangsaan. Militcr scbagai suprastruktur Ncgara tcntu mcmiliki wawaasan
kebangsaan yang capable, dimana sebagai penjaga garis demarkasi Negara

seluruh baktinya dihadapkan pada kepentingan bangsa dan Negara.

3 Ibid h.7
4 Ibid. h. 20



Ketiga, dalam konteks sejarah islam klasik, islam dan militer merupakan
pemerintahan yang sangat dominant dalam percaturan politik ditingkat elit.
Diawali dengan hijrah nabi ke Madinah, peran kelompok militer sangat dominan
didalam menjalankan roda pemerintahan. Secara realitas bahwa peperangan yang
terjadi selama 10 tahun sejak nabi hijrah adalah data sejarah yang akurat. Secara
organisatoris kelompok militer telah menjadi sebuah kelompok yang terstruktur
dari tingkat pusat hingga provinsi atau daerah, meskipun eksisitensinya tidak
sampai pada pemisahan sipil militer.

Dari ketiga konsepsi dasar tersebut peneliti melihat bahwwa sesungguhnya
ada benang merah antara islam dan militer untu saling melengkapi, disamping itu
tentunya juga tentunya juga kedunya dihadapkan pada jurang perbedaan. Apalagi
bila perspektif yang digunakan adalah political vested intercst, akan muncul
berbagai analisis yang membuka bahan perdebatan.’

Dari kctiga konscpsi dasar terscbut peneliti melihat bahwa scsungguhnya
ada benang merah antara lemhannas dengan militer dalam islam untu saling
melengkapi, disamping itu tentunya juga keduamya dihadapkan pada jurang
perhedaan. Apalagi bila perspektif yang digunakan adalah political vested
interest, akan muncul berbagai analisis yang membuka bahan perdebatan.’

Perang atau militer merupakan pembahasan sentral dalam sejarah islam

Klasik. Daoktrin 'jrkad atan perang suci (boly warc) herkembang heriringan

5 Thid. h. 20-21
$ Ibid. h. 21



dengan kpercayaan islam. Amirul mukminin (komandan orang-orang beriman)
misalnya, merupakan sebutan bagi para pengganti nabi atau khulafaur rasyidun.

Pada abad-abad selanjunya tentara islam terus melakuan infasi keberbagai
belahan dunia dari daerah Arabia hingga spanyol, asia tengah dan daratan hindia.
Hingga pada abad pertengahan dimana banyak kerajaan islam mulai berguguran,
islam sebagai agama tetap berkembang kescluruh penjuru dunia hingga eropa,
afrika, dan asia, baik melalui perdagangan maupun perlawanan militer.’

Sccara umum penggunaan istilah dapat dikategorisasikan menjadi dua
rumpun; perfama untuk menunjukkkan aktifitas yang dilakukan oleh kelompok
militer dalam kontekg islam; seperti al-jihad, al-jund, al-Qital . dua kata ini
membhcri banyak inspirasi perjuangan dalam konteks mempertahankan islam dari
berbagai musuh-musuh diluar islam. Sementara rumpun kedua tetap menunjukan
pada eksistensi militer dalam struktur ketatanegaraan. Istilah yang dipakai
antara lain; al-Harh, al-Askariyyah, dan al-Jays. Pcnggunaan istilah ini sesuai
dengan visi yang dikembangkan yakni visi kebangsaan dan kencgaraan.®

Pada akhirnya kemudian, disepakati perlunya sebuah lembaga baru yakni
1 emhars Partahanan Nasiona! yang mempmyai kewsnangan untuk wpaye
menyclamatkan dan mclestarikan cita-cita proklamasi kemerdckaan dan tujuan

Bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia di

tenpah-tengah  porcaturan politik dunia. Dewasa ini Lomhannas mampy

7 Thid. h. 22
% Ibid. h. 22



membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang berperan bagi
kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat
dipungkiri bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat
berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia.’

Telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 tentang
Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Keamanan (Lemhannas), dan
mempunyai tugas sebagai berikut: 1). Menyelenggerakan pendidikan penyiapan
kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan
profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara
serta mempunyai cakrawala pandang yang umiversal. 2). Menyelenggarakan
pengkajian yang bersifat konscpsional dan strtegis dan mengenai berbagai
permasalahan nasional, regional dan interasional yang diperlukan oleh presiden,
guna menjamin keutuban dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Sedangkan fungsinya disini sebagai berikut: 1). Mendidik dan menyiapkan
kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui scgala usaha
kegiatan dan pckerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi
pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.
2). Mengkaji berbagai permasalahan stratcgic nasional, regional dan

internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam,

® http:// www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/ Latar belakang berdirinya Lembannas
Diakses pada tanggal 30 Desember 2009



ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu
pengetahuan serta permasalahan internasional. 10

Oleh karena itu telah memunculkan sebuah Lembaga Pertahanan Nasional
(Lemhannas) Republik Indonesia telah melahirkan konsep yang mewarnai
kebijakan penyelenggaraan negara antara lain konsep geopolitik Indonesia, yaitu
azas nusantara, dan konsep geostrategi Indonesia, yang disebut ketahanan
nasional yang telah dijadikan doktrin nasional. Serta konsep strategis lainnya
yang telah diimplementasikan dalam proses penyelenggaran negara dan
pembangunan nasional di bidang kepemimpinan dan kenegarawanan atas dasar
pemahaman yang strategis, baik nasional, regional maupun internasional. Dalam
membantu pemerintah tersebut tidak semudah apa yang dibayangkan, oleh
karena itu semua hasil yang dicapai merupakan akumulasi dari hasil perjuangan
yang memerlukan perjalanan yang cukup panjang. namun demikian lembaga ini
tidak memiliki kcwenangan untuk mengambil final decition (keputusan akhir)
yang menyangkut pengaturan Negara.

Dari sekilas pemaparan diatas, secara institusi dalam sejarah Islam tidak
ada T embaga Pcrtahanan Nasional seperti yang ada di beberapa Negara seperti
Indonesia. Namun kalau melihat dari aspek fungsional sebenarnya dalam Islam
ada beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh

T .emhaga Pertahanan Nasinnal.

10 yttp:// www.Jemhannas. go.id/id/content/view/13/33/ Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006

tentang Tuugas dan Fungsi Lemhannas



Hal inilah yang menjadikan landasan penulis untuk mengangkat judul
skripsi " Tugas Dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional Menurut Peraturan

Presiden No.67 Tahun 2006 Dalam Perspektif Figh Siyasah"

B. Rumusan Masalah
Dalam suatu penelitian rumusan merupakan hal penting yang akan
menentukan arah penelitian itu sendiri schingga rumusan yang jelas akan dapat-
dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah selanjutnya.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006?
2. Bagaimana pandangan Figh Siyasah terhadap Tugas dans Fungsi Lembaga
Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun

20067

C. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan di teliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan
oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.
Di samping itu ada juga beberapa makalah hasil diskusi yang membahas

tentang Lemhannas diantaranya adalah:



1.

Lemhannas lahirkan konsep mewarnai kebijakan Negara oleh Gubernur
Lemhannas Muladi (Tahun 2009) adalah sebagai berikut bagaimana upaya
Lemhannas menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional
yang dibutuhkan oleh Negara dan bangsa dan telah menyumbangkan berbagai
kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang strategis
baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Pembentukan Lemhannas Republik Indonesia Hatta Haris Rahman (Tahun
2009) adalah sebagai berikut berisikan bagaimana untuk merubah paradigma
Lemhannas menjadi suatu lembaga yang prestisius, dan bisa memberikan
kontribusi carut-marutnya republik dengan misi menjadikan lebih efisien,
efektif, inward-outward looking dan berstandar internasional sesuai dengan

misinya.

. Menemukan kembali hakekat dan jati diri Indonesia oleh Gubernur

Lemhannas Muladi (Tahun 2006) jadi pada hakekatnya pertahanan nasional
tidak hanya diukur atas dasar parameter kemampuan defense and security,
pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan perkapita suatu bangsa, tetapi
juga ditentukan oleh kondisi stabilitas politik dan perlindungan HAM,
tingkat Demokrasi, tingkat kemiskinan,, kemampuan suatu bangsa untuk
memiliki keunggulan kompetitif di era globalisasi, kemajuan pendidikan dan

sains serta teknologi dan scbagainya.
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Sedangkan topik permasalahan dan penelitian dalam skripsi ini membahas
tentang tugas dan fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada
rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitiannya
ialah sebagai berikut: | |
a. Mendiskripsikan tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional
(Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.
b. Memaparkan pandangan Figh Siyasah terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga
Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun

2006.

E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Aspek Keilmuan, untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang
Lembaga Pertahanan Nasional di Indonesia dengan perspektif Hukum Islam
2. Aspek Terapan, untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Lembaga Pertahanan Nasional.



F. Definisi Operasional

11

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini,

dipandang perlu adanya penjelasan dalam penegasan pokok-pokok dalam judul

adalah sebagai berikut:

1.  Tugas dan fungsi

2. Lembaga Pertahanan Nasional

(Lemhannas)

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang
wajib dikerjakan atau sesuatu yang telah
ditentukan untuk dilakukan, sedangkan
Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang
dilakukan berkenaan dengan posisi
seseorang untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan apa yang dikerjakan. !

Adalah salah satu Lembaga non
Departemen dibawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden yang mempunyai
tugas pokok berdasarkan Peraturan

Presiden No.67 Tahun 2006."2

n Darwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 226

2 hitp:// . lemhannas. go.id/id/conten

Diakses pada tanggal 30 Desember 2009

iew/13/33/, Latar belakang berdirinya Lemhannas,
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3. Peraturan Presiden No. 67
Tahun 2006 : Peraturan yang dibuat oleh Presiden
tentang Tugas dan Fungsi Lembaga
Pertahanan Nasional (Lemhannas)"®
4. Fiqh Siyasah :ilmu yang mempelajari tentang seluk
beluk pemerintahan  (ketatanegaraan)
dengan segala bentuk hukum, peraturan
dan kebijakasanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

dasar-dasar dan ajaran Islam.'*

G. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:
A. Pengertian Lemhannas dan Dasar Hukumnya
B. Latar Belakang Terbentuknya Lemhannas
C. Kedudukan dan struktur organisasi Lemhannas

D. Tugas dan fungsi Lemhannas

13 Peraturan Presiden No.67 tahun 2006 tentang Tuugas dan Fungsi Lembannas
' Muhammed Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 4
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2. Sumber Data
a. Sumber primer
1) Peraturan presiden No. 67 tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi
Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).
2) Abd. Mv’in Salim "Figh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam
al-Qur’an "(Tahun 1994)
3) Imam yahya, “Tradisi Militer Dalam Islam” (1996)
4) Abu Abdul Fattah Ali Ben Hajj & Muhammad Iqbal "Negara Ideal
Menurut Islam" (2001)
5) Mawardi Al-Ahkam Al Sulthaniyah, (Tahun 1995)
b. Sumber Sekunder
1) Pembentukan Lemhannas Republik Indonesia oleh Hatta Harris
Rahman (Tahun 2009)
2) Gubemnur Lemhannas Muladi, Lembannas lahirkan konsep mewarnai
kebijakan Negara (Tahun 2009)
3) Gubernur Lemhannas Muladi, Menemukan kembali hakekat dan jati

diri Indonesia (T ahun 2006)
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3. Teknik Penggalian Data
Penulis akan menghimpun data dengan literature yaitu suatu teknik
yang digunakan dengan cara mempelajari membaca, menelaah, mengartikan,
dan menginventarisasi dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah
ini.
4. Metode Analisis Data
Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode-
metode sebagai berikut:
a. Deskriptif-analitis, yaitu dengan cara Mengumpulkan dan menyusun
data. Dalam metode ini data-data yang terkumpul di paparkan dan
dijelaskan dengan lengkap.

b. Deduktif yaitu suatu metode analisis data dari umum ke khusus

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terangkai dalam beberapa bab, masing-masing bab
terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait secara sistema.tis.

Bab pertama adalah bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Pertahanan Negara dalam Figh Siyasah yang meliputi
sejarah lembaga-lembaga Negara dan fungsinya, dan juga berisi tentang lembaga

Negara bidang pertahanan berikut tugas dan fungsinya.
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Bab ketiga adalah tugas dan fungsi lembaga pertahanan nasional
(Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 meliputi
pengertian Lemhannas dan dasar penetapan Lemhannas, latar belakang
terbentuknya Lemhannas, kedudukan dan susunan Lemhannas, Tugas
Lemhannas, Fungsi Lemhannas.

Bab Keempat adalah Analisis Figh Siyasah terhadap Tugas dan Fungsi
Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67
Tahun 2006. yang meliputi keberadaan Lemhanas sebagai lembaga pertahan
negara berikut Tugas dan Fungsinya.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BABII

PERTAHANAN NEGARA DALAM FIQH SIYASAH

A. Sejarah lembaga-Lembaga Negara dan fungsinya

Pada awal pemerintahan Islam, masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin,
penguasa daerah disebut Amil/ (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan
Amir, selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer, komandan
devisi militer disebut Amir, yaitu amir al-Jaisy atau amir al-Jund. Para gubernur
yang pada mulanya adalah para jendral yang menaklukkan daerah, jika disebut
Amir. Tugas pertama Amir pada mulanya, sebagai penguasa daerah adalah
pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin
agama. Kemudian pada masa pasca rasul tugasnya bertambah meliputi
memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai,
memelihara keamanan daerah taklukan Islam, membangun masjid, imam sholat
dan khatib dalam sholat jum’at, mengurus administrasi pengadilan dan
bertanggung jawab kepada khalifah dimadinah.'

Pcrang badar taliun kc dua H/624 M. pcrang ini incrupakau koniak
senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrik. Nabi dalam
menghadapi perang ini belum menentukan sikap kecuali setelah mengadakan

musyawarzh lebih dulu untuk mendapatkan persetujuan kavm muhajirin dan

1. Suyuti Pulungan. Figh Sivasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 64
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anshar. Untuk itu beliau membicarakan kondisi mereka, seperti belanja perang
yang mereka punya, dan jumlah mereka yang sedikit, beliau juga minta sikap
kaum anshor sebagai golongan terbesar kaum muslimin dalam mengahadapi
perang terseut. Mereka menyatakan siap mempertahankan segala-galanya demi
perjuangan rasul. Setelah mereka sepakat menghadapi kaum Quraisy, nabi dan
pengikutnya berangkat ke suatu tempat, badar, terletak antara makkah dan
madinah.?

Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh
Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negara. Watt,
seorang orientalis, menyatakan masyarakat yang dibentuk oleh nabi Muhammad
dimadinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik
sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa arab. Instamsi
persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan nabi Muhammad sebagai
pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga sebagai kepala negara.
Hitti, juga berpendapat, terbentuknya masyarakat keagamaan di madinah yang
bukan bersadarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya negara madinah.
Diatas puncak negara ini berdiri tuhan, dan nabi Mubammad adalah wakil tuhan
dimuka bumi. Bcliau diasmping tugas kcrasulannya juga mcmiliki kckuasaan

biasa seperti kepala negara biasa. Dari madinah teokrasi Islam terbesar ke

2 Ibid. h. 90
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scluruh Arabiah dan kemudian meliputi terbesar dari Asia Barat sampai Afrika
Utara.’

Pranata sosial politik lain negara Madinah yang dibangun oleh khalifah
adalah pelaksanaan administrasi pemerintah di daerah dengan menerapkan
sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya
kepada pemerintah dacrah. Wilayah kekuasaan negara Madinah yang luas itu ia
bagi ke dalam delapan propinsi yaitu Madinah, Makkah, Syiria, Jazirah, Basrah,
Kuffah, Mesir dan Palestina. Untuk setiap propinsi Umar mengangkat seorang
gubemur yang disebut wali atau amir yang berkedudukan sebagai pembantu atau
wakil khalifah di daerah. Tugas-tugas penting seorang gubemur disamping
sebagai kepala pemerintahan daerah, juga sebagai pemimpin agama (memimpin
sholat jamah dan berkhutbah), memelihara keamanan dan ketertiban di daerah,
memimpin ekspedisi militer dan mengawasi pclaksanaan pungutan pajak. Tapi
sctivp gcbemur didampingi pembantu-pembantu, yaitu Katib (sckeretaris),
Sahib Al-Kharaj (pejabat pajak), Sahib Al- Ahdats (pejabat kepolisian), Sahib al-
Bail al-Mal (pejabat keuangan) dan Qi (hakim). Dengan demikian imtuk

haohoranag

beberapa propinsi khalifab umar telah memisahkan jabatan peradilan dari jabatan

eksekutif.*
{7 dlabey, scbagaisana dikulip barwad Jewdss mcnyatakan bahwa cikal-

Dakal miliicr dalam isiam adalah beniuk poperangaun aiau ponycrgapan yang

3 Ibid h. 100

4 Ly 10
4UiU. 1.8 33
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dilakukan oleh pengikut nabi Muhammad. Kaum anshor yang berasal dari

makkah sudah terbiasa dengan perikehidupan padang pasir yang kental dengan

peperangan dan penyergapan. Perpindahan kaum Anshar ke Madinah tetap
melakukan kebiasaan peperangan dan penyergapan dalam menyelesaikan suatu
masalah. Perbedaannya adalah, setelah masuk Islam niatan atau tujuan
peperangan dan penyergapan tidak hanya demi kelompok tetapi ditambah
dengan niatan membela keyakinan yang diperjuangkan, tauhid kepada Allah.’

Dalam Islam tentara dibagi menjadi dua kelompok; Militer Murtazigah
dan Militer Mutatawwi’ah.

1. Militer Murtazigah adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh
negara, mercka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara
dengan menghalau musuh-musuh yang dari luar dan akan menduduki negara.

Mereka secara resmi digaji oleh negara dari pos pertahanan dan
keamanan, Scbagai konsckwensinya mereka harus siap setiap saat umtuk
berperang apabila negara dalam keadaan bahaya. Gaji sebagai tentara adalah
sah, karena jasa yang telah diberikan kepada negara.®

Upaya peayclenpgaraan sistem pertahanan negara memerlukan suatu
upaya dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengikutsertakan semua stake
holders yang terkait : pemerintah sebagai fungsi penyelenggara pemerintah

di bidang pertahanmm, dan lembaga-lembhaga masyarakat dan setiap warga

5 Ibid. h. 42-43
¢ Imam Yahya, Tradisi Militer Dalam Islam, h. 45
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negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara.
Membentuk dan menciptakan national comitment dan national character
building merupakan salah satu tugas dari pemerintah.’

2. Militer Mutatawwi’ah adalah militer semesta atau miiter sukarela yang
dijadikan sebagai cadangan kalau Negara dalam keadaan bahaya. Kelompok
ini tidak saja terdiri dari laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Pembagian ini bentuk militer ini menunjukkan bahwa peperangan
yang dilakukan pada masa nabi sudah mulai dikenal secara luas. Peperangan
tidak saja sebagai hak-hak kaum muslimin dalam menegakkan agama tetapi
juga kewajiban dalam rangka menegakkan agama Islam. Agama Islam
mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan
bangsanya. Keanekaragaman suku dan angsa merupakan kekayaan alami dari
Allah SWT. Yang diberikan kepada kita umat manusia.®

Peperangan yang terjadi pada zaman Nabi dipimpin olch nabi sebagai
panglima perang. Namun tidak semua perang kaum muslimin diikuti oleh nabi.

Beberapa perang yang diikuti oeh secara langsung oleh nabi disebut ghazwah

sedangkan porang yang tidak diikuti olch nabi discbut scbagai saraya’

o

Militer atau tentara merupakan salah satu aparatur ncgara yang harus

dipunyai oleh sebuah negara. Militer merupakan kelompok orang-orang yang

? Ibid. h. 46
$ Ibid. h, 43
* Imam Yabya, Fradisi Militer Dalam Klais, .43
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diorganisir dengan disiplin unktuk melakukan pertempuran dengan kelompok
atau negara lain. Pengelompokan ini berguna untuk melakukan membedakan
dengan kelompok sipil atau meminjam bahasa finer, militer berfungsi untuk
bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara
eksistensi negara.'”

Kelompok militer yang merupakan kelompok khusus dalam
penyelenggaraan negara mempunyai tugas pertahanan dan keamanan negara
(fungsi militer), sementara tugas diluar militer merupakan tanggung jawab
penyelenggara lain yang biasanya disebut “Fungsi Sipil”. Fungsi militer disebuah
negara merupakan kekuatan fital bagi sebuah negara, karena itu kelompok
militer diperscnjatai dengan pcrsenjataan modern. Mereka empunyai hak untuk
memegang scnjata demi untuk menghadapi kekuatan militer dinegara lain.
Begitu juga diwilayah internal Negara Militer hanya berfungsi sebagai penjaga
ncrtahanan dan keutuhan negara baik dari lawan diluar negeri maupun kelompok-
keompok separatis yang berkembang didalam negeri.!!

Perang dalam pengertian para ahli fikih ada dua macam: perang dalam
arti iihad dan perang dalam arti peperangan antar negara, Perang dalam arti

pertama diartikan Perang Agama, dalam arti perang antara kaum muslimin

' Ibid h. 58
" Imam Yahya, Tradisi Militcr dalam Islam, h. 58
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dengan non muslim atau kaum Kuffar, schingga memerangi mereka berarti
menegakkan Agama Islam (Jibad).™

Aktivitas yang sangat penting di awal tugas yang dilakukan Nabi
Mubhammad stelah menetap di madinah adalah mendirikan masjid dimana
kemudian dijadikan pusat pembinaan kehidupan sosial politk masyarakat kota
yang majemuk. Pembangunan masjid ini dari segi agama berfungsi sebagai
tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai
tempat mempererat hubungan dan ikatan jamaah Islam. Karena disamping
tempat melaksanakan ibadah shalat, Rasulullah juga menjadikan masjid itu
sebagai tempat mendalami ajaran Islam, pusat pengembangan kegiatan sosial,
pendidikan, tempat musyawarah, markas tentara dan sebagianya.'®

Di dalam ilmu politik dan tata negara juga disebutkan bahwa tugas-tugas
pemerintah untukmencapai tujuan negara adalah melaksanakan penertiban dan
mencegah hentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan mecncgakkan keadilan.
Secara umum adalah tugas-tugas kepala negara atau pemerintah dengan
aparaturays adalsh monguris ncgara dan memimpin sclurvh rakyat dalam
berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan

keamanan dan ketertiban umum agar terhindar dari gangguan dan serangan dari

2 Ibid h.85
" Fazlur Rahman, Konscp Negara Islam, h.50-51
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luar maupun dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup
bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.'

Untuk mempertahankan pemerintahan atau negara pada masa Khalifah
Muawiyah telah dibangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan
pertama, angkatan darat, kedua, angkatan laut, ketiga, kepolisian yang tangguh
dan loyal. Ketiga angkatan ini bertugas menjamin kestabilitas keamanan dalam
negeri dan mendukung kebijaksaaan politik luar negeri yaitu memperluas
kekuaasaan.'

Dengan terbentuknya Negara Madinah, Islam makin bertambah kuat.
Perkembangan yang pesat itu membuat orang-orang mekkah dan musuh-musuh
Islam lainnya; menjadi risau. Kerisauan ini akan mendorong orang-orang quraisy
berbuat apa saja.untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan gangguan dari
musuh, Nabi scbagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan mcmbentuk
pasukan tentara. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan: (1) untuk
mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya, dan (2) menjaga
keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan memperishankan dari orarg-
orang yang‘ mcnghalang-halagi. Dalam scjarah negara madnah ini memang
banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum muslimin mepertahankan diri
dari sorapgan musyh, Nabi osondiri, digws! porncristshannys, mongadakes

beberapa cspedisi kcluar kota scbagai aksi siaga mclatih kemampuan calon

" Ibid, h. 53-54
'* . Suyuti Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 169
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pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan
mempertahankan negara yang baru dibentuk. Perjanjian damai dengan berbagai
kabilah disekitar madinah juga diadakan dengan maksud memperkuat kedudukan
madinah. '

. Lembaga Negara Bidang Pertahanan

Apakah dan siapa Negara? Bagaimana Negara dimanifestasikan? Negara
dapat dirumuskan dalam dua peringakat analisis, yaitu individual dan Lembaga.

Menurut Nordlinger melihat Negara secara subjektif atau dalam
peringkat analisis individual, yaitu para individu yang menduduki posisi yang
memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat
scmua pihak yang ada didalam wilayah tertentu. Termasuk kedalam kategori ini
adalah presiden, para menteri, dan para Kepala Daerah."”

Didalam islam lembaga yang dipakai adaah al-jihad, al-jund, al-Qital .
dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam konteks
mempertahankan islam dari berbagai musuh-musuh diluar islam. Scmentara
rumpun kedua tetap menunjukan pada eksistensi militer dalam struktur
ketatanegaraan, Istilah yang dipakai antara lain; a/-Harb, al-Askariyyah, dan al-
Jays. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni visi

kebangsaan dan kenegaraan.'®

'S Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 27
171 embaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPT), Jurnal Politik 14,h. 6
'® Imam yahya, Tradisi Militer Dalam Islam, h. 22
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1. Tugas Lembga Negara Bidang Pertahanan

Preferensi Negara dilukiskan sebagai tindakan dan bukan tindakan yang
otoritatif terhadap setiap dan semua objek dan hubungan. Para pejabat
pemerintah ini merumuskan preferensinya dari berbagai sumber, seperti pejabat
pemerintah yang lain, kepentingan birokarasi, pengalaman dan informasi umik,
beberapa gagasan tentang kepentingan umum, dan kehendak yang kuat untuk
bertindak Otonom."

Didalam islam lembaga yang dipakai dan mempunyai tugas adalah a/-
Jihad, al-jund, al-Qital . dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam
konteks mempertahankan islam dari berbagai musuh-musuh diluar islam.
Sementara rumpun kcdua tetap menunjukan pada eksistensi militer dalam
struktur ketatanegaraan. Istilah yang dipakai antara lain; a/-Harb, al-Askariyyah,
dan al-Jays. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni
visi kebangsaan dan kencgaraan. Sejumlah ilmuwan poltik lainnya yang
mengembangkan perspektif Negara baru, seperti Krasner, Skocpol melihat
negara dalam arti lembaga ataupun jabatan (peringkat analisis Lembaga).

Krasner merumuskan Negara sccara opcrasional dalam konteks amerika serikat

¥ Ibid h. 22
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sebagai kepresidenan, departemen luar negeri, dan sejumah departemen lainnya,
yang dipandangnya sebagai sangat bebas dari tekanan masyarakat 2

Sedangkan Skocpol membedakan organisasi-organisasi negara yang
fundamental dan aktual dari sistem politik yang lebih luas. Negara dirumuskan
dalam artian yang pertama atau secara sempit, yaitu seperangkat organisasi
administratif, kepolisian dan militer yang dipimpin dan dikoordinasi oleh
kewenangan eksekutif. Organisasi-organisasi seperti ini hanya sebagian saja dari
sistem politik yang lebih luas. Termasuk kedalam sistem politik yang lebih luas
ini adalah lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dalam
pembuatan keputusan yang dilakukan oleh negara, dan lembaga-lembaga
masyarakat dimobilisasi untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan
kebijakan.?!

Konsekuensi adanya fungsi-fungsi diatas adalah adanya struktur yang
dimiliki oleh sistem politik. Struktur yang paling mendasar adalah unsur lembaga
pemerintahan dan unsur rakyat. Bagaimana pelembagaan struktur tersebut tidak
ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an meskipun begitu, konsep tentang
strktor dapat dimmmuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam
Al-Qur'an dan dari praktek Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

sesudahnya.??

2 1bid. h. 6
2 bid h. 6-7
2 hid h. 248
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Satu-satunya pertanyaan yang tertinggal untuk kita bahas bagaimana
bentuk hubungan antar lembaga — legislatif, eksekutif dan yudikatif- didalam
Negara Islam. Dari konvensi-konvensi ini Ita menggali bahwa kepala Negara
Islam merupakan pimpinan terdiri dari semua lembaga Negara yang berbeda ini.
Rasulullah berkedudukan yang sama dan posisi ini dipertahankan semua empat
kholifahyang lurus.

Tetapi dibawah kepala Negara, ketiga Lembaga tinggi Negara berfungsi
secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Hal yang disebut ah/ al-hall wa
al-'aqd yang bertugas untuk memberi nasehat kepala Negara mengenai masalah-
masalahh umum, pemrintahan dan kebijaksanaan Negara memberi kesatuan yang
terpisah. Dalam semua masalah penting Negara, seperti merubah kebijaksanaan
atau pemberian peraturan-peraturan daam berbagai masalah pemerintah atau
hukum, khalifah tidak mau berkonsultasi dengan ah al-hall wa al ‘aqd dan segera
mencapai kesepakatan yang disyaratkan, maka lembaga dibubarkan.?*

Berdasarkan tuntutan-tuntutan kebutuhan kita yang sckarang ini, kita
dapat mengubah atau mengganti rincian-rinciannya. Tetapi kita harus
mcempertahankan  prinsip-prinsip fundamentalnya. Umpamanya, kita dapat
mempertimbangkan kembali kekuasaaan kepala Negara dan mengubahnya sesuai
dengan kebutuhan. Banyak bukti bahwa dizaman sekarang ini, kita dapat banyak

herharap untuk mendapatkan atau mcnerima scorang kepala Ncgara yang

B Ibid h. 249
2 Ibid. h 250
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berkaliber dan standar rohani menyamai khulafaur al- rasyidin. Oleh karenanya
kita mempertimbanan serta membatasi kekuasaan-kekuasaan ministrif mereka
untuk tetap melindungi dari kecenderungan-kecenderungan kediktatoran.”®

2. Fungsi Lembaga Bidang Pertahanan Negara

Negara merupakan konsep yang kompleks karena sebagai organisasi,
Negara merupakan organisasi politik yang paling kompleks. Komponen Negara
tidak hanya pemerintah dan aparatur administrasi dengan semua fungsinya
(seperti keamanan, ketertiban dan keadilan, dan kesejahteraan rakyat),
kedaulatan (kekuassaan tertinggi), individlu yang memegang kewenangan
membuat dan melaksanakan keputusan, dan koalisi konflik yang memerintah
atau manajer berbagai kepentingan sebagaimana dapat disimpulkan dari uraian
diatas.?® Didalam islam lembaga yang dipakai dan mempunyai tugas adalah a/-
jihad, al-jund, al-Qital . dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam
konteks mempcrtahankan islam dari berbagai musuh-musuh diluar islam.
Sementara rumpun kedua tetap menunjukan pada eksistensi militer dalam
struktur ketatanegaraan. Istilah yang dipakai antara lain; a/-Harb, al-Askariyyah,
dan al-Jays. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni

visi kebangsaan dan kenegaraan. ¥’

® Ibid. h 250
% Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jurnal Politik 14, h. 8
2 Imam yahya, Tardisi Militer Dalam Islam, h. 22
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Negara sebagai fenomena yang kompleks juga terungakap pada berbagai
peranan yang dimainkan Negara. Negara sekurang-kurangnya memainan tiga
peranan:

Pertama, Negara sebagai system pembuatan keputusan yang otoritatif
sebagaiman terlihat rumusan yang diutarakan nordlinger dan Krasner.

Kedua, Negara sebagai produsen barang-barang kolektif dan yang dapat
didistribusikan.

Ketiga, Negara sebagai perantara berbagai kepentingan yang bersaingan
dalam masyarakat seperti terungkap dalam rumusan yang diutarakan marenin2®

Karena konsep Negara begitu kompleks seperti ini, maka tidaklah heran
kalau ada sementara orang yang menilai keberadaan dan peranan yang dimainkan
Negara banyak mengandung mitos. Sebagai mitos, ia dianggap sebagai setengah
benar, setengah tak berdasarkan fakta %

Namun apabila di dalam pemerintahan bisa melakukan kompromi dan
integrasi global dengan memasukkan matrealisme dan spiritualisme secara,
seimbang, beriringan, maka hal ini awal dari lahirnya "kebahagiaan masyarakat".
Dan hubungan hubungan harmonis antar individu dan jamaa'ah sebagai
implementasi konsep, Islam berupa A/ Ukhuwwah Al-Islamiyyah (Islamic
brotherhood) yang mempunyai ciri seperti bangunan kokoh apabila satu sisi

terasa sakit, maka sakitlah akan terbina dengan sangat baik. Kondisi ini akan

B bid
® Ibid. h 8-9
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mampu menopang terciptanya hubungan yang tsiqah (kuat), harmonis dan saling
tergantung secara positif konstruktif, khususnya antara mahkuumin (para) nara
pidana dengan hakim. Lebih jauh, kondisi seperti itu menjadi "pekerjaan rumah”
tersendiri bagi para, hakim dalam melaksanakan tata hukum secara adil dan

bijaksana secara konstit usional.*

3 Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan Muhammad iqbal, Negara Ideal Menurut Islam, h. 93



BAB I

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL
(LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN
PRESIDEN NO. 67 TAHUN 2006

A. Pengertian Lemhannas

Lembaga Pertahanan Nasional disingkat Lemhannas, salah satu badan
pelaksana pusat (disingkat balakpus) tingkat markas besar ABRI.
Berdasrkan keputusan panglima ABRI pada tanggal 20 januari 1984,
lembaga ini berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada
panglima ABRI. Tugas-tugas pokoknya adalah: membantu panglima ABRI
dalam menyelenggarakan pengkajian-pengkajian bagi pemecahan
permasalahan nasional secara menyelurnh dan terpadu, scimbang dan sclaras
dengan tuntutan bangsa Indonesia; dan menjadi lembaga cdukatif tertinggi
bagi pendidikan untuk memantapkan kader-kader kepemimpinan yang
intcgratifc,’

Lemhannas pada dasamya mcrupakan jawaban atas tuntutan
perkembangan lingungan strategic baik nasional dan internasional yang
mcngharuskan adanya intcgrasi dan kerjasama yang mantap scrta dinamis

antar aparatur sipil, tni, polri, dan pimpinan swasta nasional serta pimpinan

! Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 9, h.355
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poitik dan organisasi kemasyarakatan, dalam penyelenggaraan pcmerintahan
Negara.2

Perubahan itu di antaranya seperti tertuang dalam Pasal 46 Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2006 yang ditetapkan pada 13 Juni 2006 lalu.
Dalam hal ini Gubernur Lemhannas RI diberi hak keuangan dan administrasi
setingkat menteri. Gubernur langsung di bawah Presiden. Perubahan ini

tidak hanya disambut dengan kebahagiaan, tetapi juga beban moral besar.?

B. Latar Belakang Terbentuknya Lemhannas

Lembaga pertahanan ngsional didirikan pada tanggal 20 Mei 1965,
dijakarta. Dengan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 1965. Pimpinan Lembaga
yang pertama adalah Mayor Jenderal TNI Wiloejo Poespojoedo, dalam jabatan
Menteri/ Ketua Lembaga Pertahanan Nasional. Dalam perkembangan terkhir,
sebagai ekselon pelaksana pusat markas besar ABRI, lemhannas dikepalai oleh
seorang Gubernur, yang selalu scorang perwira tinggi berbintang dua (Mayor
Jenderal TNI). Dan seorang wakil Gubernur, yang hingga akhir tahun 1989
dijabat oleh seorang pegawai negeri tinggi/ sipil.*

Pembentukannya ditandai dengan diresmikannya Angkatan pertama

Kursus Regular Angkatan (disingkat KRA) pertama, yang dibuka dengan kuliah

2 hitp:// www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/ Latar Belakang Lemhannas, diakses
?ada tanggal 30 Desember
http:// www. lemhannas.go.id/id/content/view/I3/33/ , Muladi, tidak berubah,Lemhannas
bubarkan saja, minggu, 09 juli 2006
* Ensiklopedia Nasional Indonesiajilid 9, h. 355-356
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perdana tentang Geopolitik oleh Presiden Soekamno. Sclain Presiden Soekarno,
yang juga memberikan kuliah sebagai dosen KRA I, antara lain: Dr. Roeslan
Abdul Ghani, Dr. A.H Nasution (saat itu Menteri Pertahanan Keamanan/KSAB),
Dr. K.H Idham Khalid (saat itu pejabat tinggi kabinet), dan seluruh Menteri/
Panglima Angkatan. Menteri/Panglima AD Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani
memberi kuliah tentang Iimu Perang; Laksamana Muda Laut R.E Martadinata
tentang Doktrin Militer, sedangkan Brigadir Jenderal TNI Suwarto, salah
seorang perwira tinggi ABRI yang dikemudian hari membuktikan dirinya adalah
scbagai salah seorang Pembina utama Sekolah Staf dan Komando TNI AD/
Seskoad, menyajikan kuliah tentang [Imu Kemiliteran.’

Berdasarkan keputusan Panglima ABRI itu, Lemhannas berada dalam
status organisasi yang setara, antara lain dengan Sekolah Staf dan Komando
Angkatan Bersenjata RI (Sesko ABRI) yang berada di Bandung, dengan
Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI) yag markas komandonya berda di
Jakarta.®

Sesudah reorganisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan markas
ABRI Lemhannas memiliki empat direktorat dalam organisasinya, yakni
Direktorat Pembinaan Lembaga (Ditbinlem), Dircktorat Pendidikan (Ditdik),

Direktorat Pengkajian (Ditjian), dan Direktorat Khusus (Ditsus). Diluar

5 id
¢ Ibid
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direktorat terdapat lembaga Staf Ahli, yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli
ABRI maupun sipil yang berkedudukanya tidak tetap dan organik. 7

Dewasa ini Lemhannas RI mampu membuktikan dirinya sebagai salah
satu asset bangsa yang berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa karya Lemhannas RI telah
memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Dari lembaga ini telah lahir kader-kader pimpinan nasion;i yang potensial dan
dari fungsi utama bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang
mewarnai kebijakan Negara.®

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam
perjalanan sejarahnya Lemhannas RI banyak mengalami perubahan didasarkan
pada kemajuan lingkungan strategi yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-
pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Beberapa kali telah
dilaksanakan revalidasi manajemen Lemhannas guna menyesuaikan dengan
tuntutan tugas hingga dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006
Tentang Lemhannas RI.

Hal vang mendasari kcluarnya Peraturan Presiden ini adalah tekad dari
Gubcrnur Lemhannas RI untuk mcrubah paradigma Lemhannas RI - menjadi

lembaga tingkat dunia yang prestisius, dan bisa memberikan kontribusi tethadap

7 .
Ibid
8 hitp:// www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/, Latar Belakang Berdirinya Lemhannas
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carut-marutnya republik dengan misi menjadikan Lemhannas lebih efisien,
efektif, inward-outward looking dan berstandart internasional sesuai dengan
misinya.9

Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah
Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan
Nasional dan berada di bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60
tahun 1983. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi
langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan
Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi
sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas

bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.'”

C. Kedudukan dan Struktur Organisasi Lemhannas
1. Kedudukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas
RI dan dalam pclaksanaan tugasnya dibantu olch scorang Wakil Gubcrnur.
Ermaya Suryadinana kesan milisteristik selama ini sulit di hilangkan

dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sejak awal berdirinya pada

S Ihid .
Y mbid.
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20 Mei 1965 oleh Presiden Sockarmo, Lemhannas selalu dipimpin oleh
kalangan militer. Dua belas Gubernur Lemhannas mulai Wilujo Puspojudo
(1965-1967) hingga Johny Lumintang (1999-2001) adalah militer, dan TNI
Angkatan Darat lagi. Padahal, mantan Presiden Sockarno yang antara lain
ikut menggagas berdirinya Lemhannas pernah mengatakan, "Perang modem
bukan sekadar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut
seluruh unsur yang dimiliki rakyat. Dengan demikian, tidak hanya militer
yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga
orang sipil.""!

Kini, Lemhannas tidak lagi dipimpin lagi oleh militer, tetapi sipil,
yakni Profesor Doktor Ermaya Suradinata (47). Ia menjadi salah satu dari
empat pejabat sipil yang oleh Menteri Pertahanan Mohammad Mahfud MD
dimasukkan menjadi pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan"Itulah
tugas saya agar kesan (militeristik) ini tidak lagi keluar. Namanya juga
Lembaga Ketahanan Nasional. Yang namanya Lemhannas ini bukan
Lembaga ketahanan militer. Tentu saja militer salah satu aspek di dalamnya,
tetapi aspek lainnya Icbih banyak lagi. Kalau dulu orientasinya militer lebih
banyak, sckarang tidak,” kata Ermaya. la mcmandang kalangan militcr itu
tak lebih dari rakyat biasa, sama dengan semua kalangan masyarakat. Hanya

dia mmya tugas dan fungsi di bidang militer, sedangkan rakyat lainnya

Yhtip:/fwww.kompas.com/kompas-cetak/0102/14/naper/meng12.htm, Erma surya dinata,
Menghilangkan Kesan Militeristik Lemhannas, Diakses pada tanggal 27 Desember 2009
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berfungsi sesuai dengan fungsi sipilnya. "Tetapi supremasinya tetap harus
supremasi hukum. Jadi baik di kalangan militer dan sipil harus ditegakkan
yang namanya hukum. Kalau militer dijadikan landasan untuk kehidupan
bernegara, itu negara militer namanya. Saya lihat alam demokratisasi sudah
mengarah ke supremasi sipil, asal menghormati aturan yang ada. Kalau tidak
mengikuti aturan hukum, anarki namanya," papamya, Oleh karena itu, yang
berada dalam benaknya, Lemhannas yang menjadi Lembaga Pendidikan dan
pengkajian ini tidak hanya mendidik calon pemimpin nasional dari kalangan
pegawai negeri-baik sipil atau militer saja, tetapi juga melibatkan berbagai
kalangan maéyarakat luas. Malah porsinya lebih banyak berasal dari kalangan
sipil'2.

Beliau berkata Perubahan yang mendasar adalah bagaimana
mendalami Lemhannas ini sebagai lembaga pendidikan dan pengkajian yang
memberi kesempatan pada seluruh warga negara." Namun, sebelum itu
semua dilakukan, katanya, "Saya akan belajar ke dalam potensi apa yang
akan dikembangkan oleh Lemhannas.Kemudian saya harus melihat tingkat
kesciahteraan personcl di Lemhannas dan kualitas Lemhannas itu sendiri.” Ia
mengamati, pada kenyataannya banyak pemimpin nasional saat ini
yang berasal dari kalangan sipil, tetapi tidak semuanya disiapkan secara

Lhucus untuk herpildr secara komprehensif, Oleh karena itn, ia berkeinginan

2 Ibid .
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untuk mengembalikan fungsi Lemhannas sebagai lembaga pendidikan dan
pengkajian multidimensi seperti yang menjadi tujuan Lemhannas."

Nanti saya coba menerapkan potensi yang besar untuk kepemimpinan
nasional ini untuk jabatan politik bukan pegawai negerilagi, tetapi pimpinan
partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi
kemasyarakatan, organisasi kepemudaan,"ujarnya Ermaya juga berkeinginan
agar pengkajian multidimensi Lemhannas lebih ditingkatkan dibandingkan
dengan sebelumnya. la ingin mengaktifkan secara optimal kelompok-
kelompok kerja yang ada di Lemhannas seperti kelompok kerja
kepemimpinan, strategi, wawasan nusantara, ketahanan nasional, geografi,
kekayaan alam, kependudukan,ideologi politik, hubungan internasional,
ckonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, kewaspadaan nasional, kewiraan, danhok "Kelompok kerja inilah
vang harus berfungsi untuk menghidupkan lagi lembaga ketahanan nasional.
Kelompok kerja merupakan sarana mcmbuka diskusi masyarakat secara
luas," katanya. Sistem wacana di lingkungan yang selama ini militeristik itu
jusa akan dikcmbangkan sctorbuka mungkin. Ia juga akan memfungsikan
pakar-pakar di kelompok pakar yang tidak hanya melibatkan perguruan
tinggi dan tokoh-tokoh agama, tetapi masyarakat yang punya pemikiran

Vnmnrahaongif "Qalareno tidalk laoi naknlmva Tetani herikan kecemnatan
Jommnrensusii, Thekarang 142 n¥o¥nya, 141apl DETILAR Xosempatan
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masyarakat luas memberi apresiasi bagaimana menyumbangkan pikirannya.
Diskusi-diskusi ini juga harus memberikan hasil, dan sumbangan pikirannya
dipakai untuk kepentingan negara, schingga Lemhannas ini menjadi think
tank," katanya. "

Ermaya sendiri sebetulnya tidak menyangka akhirnya tercatat sebagai
orang sipil pertama yang memimpin Lemhannas. Ia dinominasikan oleh
Menhan Mahfud sebagai Wakil Gubemnur Lemhannas. Itu pun nomor urut
dua setelah Rektor Universitas Diponegoro Profesor Eko Budiardjo. Kabar
itu diketahuinya dari Mahfud saat Ermaya mewakili Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah Surjadi Soedirdja mengikuti rapat koordinasi bidang
politik, sosial, dan keamanan, pertengahan Januari 2001. Sebelum ditunjuk
menjadi Gubernur Lemhannas, Ermaya adalah Direktur Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2000. Jabatan ini adalah
pengganti jabatan Dirjen Sosial dan Politik yang sudah dilikuidasi."

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam
perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan
kepada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan
pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga
Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik

Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di

¥ Ibid .
15 mid.
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bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian
berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah
Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42
dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas
bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.'®

2. Struktur Organisasi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Struktur organisasi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
mempunyai fungsi sebagaimana Lembaga Departemen atau instansi—instansi
yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas tugas dan
fungsi serta tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Presiden No.67 tahun 2006 Kantor Lembaga Pertahanan Nasional
(Lemhannas) RI terdiri dari :

. a Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Dewan Pengarah;
c. Sekretariat Utama;
d. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
f. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

g Tenaga Ahli;

1S http://www.lemhannas. go.id/id/content/view/13/33/ , Latar Belakang Berdirinya
Lembhannas Dan Perkembangan, Diakses pada tanggal 22 desember 2009
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Adapun tugas-tugasnya antara lain:

a. Gubernur dan Wakil Gubemur;

1) Gubernur Lecmhannas RI adalah pimpinan dan penanggung jawab

2)

N-e”

tertinggi yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.

Untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI harus
memenuhi persyaratan :

a) Warga Negara Indonesia;

b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta memahami segala
permasalahan bangsa Indonesia;

d) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang
terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau
organisasi terlarang lainnya,

e) Tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

f) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

g) Tidak pcrnah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara,

i) Tidak sedang dinyatakan pailil berdasarkan putusan pengadilan;

j) Sehat jasmani dan rchani untuk menjalankan tugas.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat

disnglbat  menisdi Gubomur  1omihannas Rl divtamakan  yang
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Lemhannas Tingkat Kursus Reguler Angkatan (KRA), Kursus
Singkat Angkatan (KSA) atau sederajat.

4) Wakil Gubermnur Lemhannas RI mempunyai tugas membantu
Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas memimpin
Lemhannas RI.

. Dewan Pengarah

Dewan pengarah mempunyai kedudukan yang secjajar dengan

Gubernur Lemhannas Rl., pelaksanaan teknis berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur.

Adapun dewan pengarah dalam melaksanakan fungsi perumusan
kebijasanaan umum di bidang :

1) Pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat
nasional;

2) Pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional dan
internasional;

3) Pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

4) Kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang studi strategis
ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional

dan/atau internasional;



5) Kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-

nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

. Sekretariat utama

Seckretariat utama mempunyai tugas mengkordinasikan
perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,
administrasi, sumber daya di lingkungan Lemhannas RI yang ditetapkan
oleh seketaris utama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat utama dalam
menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan
Lemhannas RI;

2) Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
Lemhannas RI;

3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga Lemhannas RI;

4) Pembinaan data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di
lingkungan Lemhannas RI;

5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas Lemhannas RI;

6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Lemhannas RI.
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d.Deputi bidang pendidikan pimpinan tingat nasional.

Deputi bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional mempunyai
tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan
pimpinan tingkat nasional yang ditetapkan oleh Deputi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pendidikan
pimpinan tingkat nasional menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan,
dibidang pendidikan pimpinan tingat nasional.

2) Pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional.

3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pendidikan pinpinan tingkat
nasional.

4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur Lemhannas RI

e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Deputi bidang pengkajian strategik mempunyai tugas
menyelenggarakan pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional
dan internasion, yang ditetapkan oleh Deputi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pengkajian
strategik menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di

bidang pengkajian strategik.
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2) Pelaksanaan pengkajian strategik
3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pengkajian strategik
4) Pelakssanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur Lemhannas RI
Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan
Deputi Bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan kebijaksaan secara konsepsional
serta mengembangkan konsep- konsep di bidang pemantapan nilai-nilai
kebangsaan, yamg dipimpin oleh deputi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pemantapan
nilai-nilai menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di
bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
2) Pelaksaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pemantapan nilai-nilai
kebangsaan
4) Pelaksaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Gubernur Lemhannas RI
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g. Tenaga Ahli
Tenaga Ahli mempunyai tugas scbagai tenaga pengajar dan
tenaga pengkaji, yamg ditetapkan oleh deputi bidang pendidikan
pimpinan tingkat nasional.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tenmaga  Ahli
menyelenggarakan fungsi:

1) Selain tenaga ahli di lingkungan Lemhannas RI dapat diangkat tenaga
profesional Lemhannas RI yang bukan pegawai negeri baik dari dalam
negeri atau luar negeri

2) Tenaga profesional Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Lemhannas

3) Persyratan untuk diangkat menjadi tenaga profesional Lemhannas RI
diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur Lemhannas RI

D. Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
1. Tugas Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Menyadari akan segala kemampuan serta peluang yang ada saat ini
dan untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah dan
Bangsa Indonesia tersebut, Muladi menekankan bahwa Lemhannas RI perlu
mengembangkan kemampuan melalui perubahan signifikan.”Hal ini untuk
menjadikan Lemhannas sebagai lembaga yang prestisius sesuai tantangan

tugas dan visi Lemhannas R, yaitu terwujudnya pimpinan Internasioanl dan
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warga Indonesia yang memiliki kekuatan, loyal, guna menjamin keutuhan RI
berdasarkan pancasila dan UUD 1945.”

Dalam rangka menjalankan misinya, di usia ke-42 tahun ini boleh
bangga hati karena Lemhannas telah mempunyai andil yang cukup signifikan
dalam menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang
sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Selain itu Lemhannas juga telah
menyumbangkan berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-
masalah bangsa yang strategis baik yang bersipat nasional maupun
internasinal. Atas dasar prinsip-prinsip profesionalisme kultur akademik dan
kejujuran intelektual sebagai masukan berharga kepada Presiden dan para
penentu kebijakan nasional yang lain. (zim).'®

Lemhannas RI memiliki Tugas membantu Presiden dalam:

a. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan
pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional,
memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta

memiliki cakrawala pandang yang universal

o

Mecnyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis
mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional
yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap

tezaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

'8 Witp://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/, Lemhsnnas Melshirkan Konsep

Mewarnai Kebijakan Negara
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c. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-am.

d. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait di dalam dan luar negeri.

2. Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Dewasa ini Lemhannas mampu membuktikan dirinya secbagai salah
satu asset bangsa yang sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa karya
Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi
perjalanan bangsa Indonesia."®

Dari Lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional
yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah
menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan
negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplemcntasikan dalam
doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin
Kectahanan Nasional scrta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada
pcrkembangannya tclah discpakati bersama scbagai paradigma nasional

dalam rangka Pembangunan Nasional.

¥ hitp://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/, Latar Belakang Berdirinya

Lembannas Dan Perkembangan, Diakses pada tanggal 22 Desember
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Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam
perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan
kepada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan
pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga
Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik
Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di
bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian
berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah
Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhimya berdasarkan Keppres No. 42
dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas
bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.?

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana di maksud dalam pasal 2,
Lemhannas, menyelenggarakan Fungsi :

a. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat
nasional melaui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program
pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan
pembinaan peserta dan alumni scrta cvaluasi.

b. Mengkaji berbagai permaslahan strategi Nasional, Regional dan

Internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam,

2 bid
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idiologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu
pengetahuan serta permasalahan Internasional.

c. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam
pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 serta
nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara,
transformasi nilai-nilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan
nilai- nilai kebangsaan.

d. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasioanl
dengan lembnaga pendidikan nasional dan / atau internasioanl.

e. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai
kebangsaann dengan institusi di dalam dan di luar negeri .

Sedangkan menurut Kolonel Bakri Syahid dalam bukunya yang
berjudul Pertahanan Keamanan Nasional memberikan nama fungsi organik.

Fungsi organik merupakan kegiatan pangkal bagi pelaksanaan sistem
pertahanan rakyat teratur, yang meliputi:

a. Pembentukan dan pembinaan ABRI yang terdiri atas angkatan darat,
angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian sebagai inti dan
kader- pelatih bagi unsur pertahanan rakyat teratur lainnya seperti

dibawah ini:
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b. Pembentukan dan pembinaan organasasi perlawanan rakyat (WANRA)
scbagai pangkal kekuatan bagi kesemestaan serta keserbagunaan
pertahanan nasional sumber pokok bagi bantuan tempur.

c. Pembentukan dan pembinaan orgamisasi pertahanan sipil (HANSIP)
sebagai tulang punggung kekuatan perlindungan masyarakat sserta
sumber dan wadah segenap tenaga cadangan.

d. Pembinaan potensi HANKAMNAS lainnya disegala bidang peri
kehidupan masyarakat.

¢. Penyusunan pertahanan darat nasional (HANMARNAS), pertahanan
udara nasional (HANUDNAS) serta keamanan ketertiban masyarakat
(KAMTIBNAS).

f Penyusunan komando cadangan strategi nasional, logistik militer
nasional dan intelijen strategi.*!

Dan sistem peﬁahanan rakyat teratur.

a. Pertahanan negara adalah hak dan kewajban warga negara. Turut serta
dalam usaha tersebut berarti membela kemerdekaan negara dan
wilayahnya, yang merupakan kehormatan bagi setiap warga negara.
Pertahanan Negara Republik Indonesia bersistem pertahanan rakyat yang

teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan pemerintah.

2! Bakri Syahid, Pertahanan Keamanan Nasional, h. 11-12
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b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah inti pertahanan rakyat
teratur.
c. Pertahanan rakyat tcratur dilakukan dengan azaz tidak mengenal

menyerah, 22

2 Ibid. hal 10
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ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS)
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 67 TAHUN 2006

A. Analisis Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006

Lemhannas ialah salah satu Lembaga Non Departemen yang berada di
bawah naungan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006.
ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang piawai sebagai pemimpin bangsa
merupakan kebutuhan vital bangsa dan negara. Salah satu institusi pencetaknya
adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dalam rangka menjalankan misinya, di usia ke-42 tahun ini boleh bangga
hati karena Lemhannas telah mempunyai andil yang cukup signifikan dalam
menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang sangat
dibutuhkan bangs;dan negara. Selain itu Lemhannas juga telah menyumbangkan
berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang
startegis baik yang bersipat nasional maupun internasinal. Atas dasar prinsip-
prinsip profesionalisme kultur akademik dan kejujuran intelektual sebagai
masukan berharga kepada Presiden dan para penentu kebijakan nasional yang

lain.!

1

http://www. lemhannas. go.id/id/content/view/13/33/1atar, Latar Belakang Berdirinya
Lemhannas, Diakses pada tanggal 30 desember 2009

54



55

Dari lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang

potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-

konsep yang mewamnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep

Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan

Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem

Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati

bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.2

Sedangkan Lemhannas juga mempunyai Tugas yang terdapat dalam pasal

2 yaitu:

1.

Mendidik, menyiapimn kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional
melaui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan,
penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan
alumni serta evaluasi.

Mengkaji berbagai permasalahan strategi Nasional, Regional dan
Internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam,
ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu

pengetahuan serta permasalahan Internasional.

. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai

2 Ibid.
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pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara, transformasi nilai-

nilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai- nilai kebangsaan.
4. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasioanl

dengan lembnaga pendidikan nasional dan / atau internasioanl.
5. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai

kebangsaann dengan institusi di dalam dan di luar negeri 3

Dalam islam mengenai pertahanan seacra explisit tidak disebutkan dalam al-
quran, mengenai tugas, wewenang dan funngsinya. tetapi secara universal al-
quran memberikan arahan di dalamnya dengan empat kategori, yaitu :

a). Asas amanat

b). Asas keadilan (keselarasan)

c). Asas ketaatan (desiplin)

d). Asas Musyawarah dengan referensi al-qur'an dan al-hadist*

Dari empat karakter ini menunjukkan bahwa islam juga menghendaki adanya
pemerintahan, lembaga-lembaga pembantu pemerintahan yang mempunyai asas-
asas tersebut, untuk menyongsong kearah yang lebih baik, demi perdamaian,
kedaulatan pemerintah, baik stuasi kondisi dalam negeri maupun di luar negeri.

Tak lepas yaitu adanya suatu lembaga pertahanan yang di bentuk oleh negara-

3 http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/, Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006
Tentang Tugas dan Fungsi Lemhannas, diakses pada tanggal 28 desember 2009
4 Abdul Mu'in Salim, konsep kekuasaan politik dalam al-qur'an,h 306
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ncgara islam, atau pada waktu pemerintahan Rasulullah dan pemerintahan para
sahabat.

Relevansi lemhanas dengan pemerintahan islam adalah keduanya sama-sama
mempunyai misi dan visi dalam menjaga kedaulatan negara. Lemhanas sebagai
lembaga yang dibentuk NKRI, secara otomatis akan mempertahankan
kedaulatan NKRI, baik kedaulatan luar negeri maupun dalam negeri. Begitu
pula islam, dalam membentuk pemerintahan tidak lain hanya untuk kedamain
umatnya pada khususnya dan kedamain alam (dunia) pada umumnya.

Oleh sebab itu Lemhannas adalah sebuah Lembaga yang sangat menentukan
berkembang atau mundurnya pertahanan NKRI dalam menghalau ancaman, baik
dari dalam, maupun luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di
maksud dalam pasal 2, Lemhannas, menyelenggarakan fungsi :

1. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional
melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan mcliputi program pendidikan,
penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan

alumni serta evaluasi.
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3. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai
Pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara, transformasi nilai-
nilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai- nilai kecbangsaan.

4. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional
dengan lembnaga pendidikan nasional dan / atau internasioanl.

5. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai

kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri 3

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional
(Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006
Lemhannas sebagai lembaga yang prestisius sesuai tantangan fungsi dan
visi Lemshannas yaitu : mewujudkan warga Indonesia yang memiliki kekuatan,
guna menjamin keutuhan NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
sebagaimana tugas dan fungsi Lemhannas dalam menyiapkan kader pertahanan
masa depan, menyiapkan strategi, regional, nasional dan internasional dalam
sosial, ekonomi dan budaya, memantapan niai-nilai kebagsaan yang terandung di
dalam UUD 1945.
Di dalam ilmu politik dan tata negara juga discbutkan bahwa tugas-tugas

pemerintah untuk mencapai tujuan Negara adalah melaksanakan penertiban dan

5 http://www.lemhannas. go.id/id/content/view/13/33/, Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006
Tentang Tugas dan Fungsi Lemhannas, diakses pada tanggal 28 Desember 2009
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mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan.
Secara umum tugas-tugas kepala negara atau pemerintah dengan aparaturnya
adalah mengurus negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek
kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan keamanan dan
ketertiban umum agar terhindar dari gangguan dan serangan dari luar maupun
dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa
dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.®

Dalam islam mengenai pemerintahan dibidang pertahanan (komando
militer) adalah amir yaitu, secara umum bertugas sebagai komando keamanan.
Tetapi, mercka juga merangkap dibidang lain yaitu, sebagai pemimipin agama,
pengumpulan pajak dan juga meliputi ckspedisi-ckspedisi militer.

Pada zaman Rasul, beliau juga sudah menerapkan siasat dalam
memperthankan umat islam dari bahaya kesemena-menaan. Dengan alasan yaitu;
untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Mcnjaga kcsclamatan
dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahanan diri dari orang-rang yang
memusuvhinya. |

Dalam scjarah ncgara Madinah ini mcmang banyak tcrjadi pcpcrangan
sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Nabi

sendiri, diawal pemerintahannya, mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota

¢ Fazlur Rahman, Konsep Negara Islam, h. 53-54
" Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 27



60

scbagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak

diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk.

Perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sckitar Madinah juga diadakan

dengan maksud memperkuat kedudukan di Madinah.

Dalam Islam Lembaga pertahanan dibagi menjadi dua kelompok; militer

Murtazigah dan militer Mutathawwi’ah:

1. Militer Murtazigah adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh
negara, mereka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara
dengan menghalau musuh-musuh yang dari luar dan akan menduduki negara.

Mereka secara_resmi digaji oleh negara dari pos pertahanan dan
keamanan. Sebagai konsekwensinya mereka harus siap setiap saat untuk
berperang apabila negara dalam keadaan bahaya. Gaji sebagai tentara adalah
sah, karena jasa yang telah diberikan kepada negara.®

2. Militer Mutathawwi’ah adalah militer semesta atau militer sukarela yang
dijadikan sebagai cadangan kalau negara dalam keadaan bahaya. Kelompok
ini tidak saja terdiri dari laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Dari dua penjabaran diatas mengenai tugas lemhannas dan politik islam
pada zaman rasul dan zaman kekhalifahan mencerminkan bahwa kedua lembaga
ini adalah suatu wadah, lembaga dalam menangani pemerintahan demi

kemaslahatan umatnya, khususnya pada bidang pertahanan.

® Imam Yahya, Tradisi Militer Dalam Islam, h. 45
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Karena itu, akan scpakat bahwa agama adalah pondasi sedangkan
kekuasaan sebagai penjaganya. Jika demikian keaadanya maka jelas bahwa
eksistensi kekuasaan dalam praktikum keagamaan merupakan esensi yang sangat
vital dalam mengatur permaslahan-permasalahan dunia dan agama. Maka,
peraturan duniawi sangat penting dalam memperoleh kemenagandan kebahagian
hidup di akhirat sebagai titik final dari utusanya rasulullah SWT dan para nabi
kepada umatnya.’

Demikian peran serta lemhannas sebagai instansi pertahanan di Indonesia
dengan berbagai fimgsi dan tugasnya, perlu di pertahankan, lebih-lebih
diprioritaskan untuk menjaga kestabilan keamanan NKRI agar keadilan
kesejahteraan terlindungi, sebagaimana al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 58, yang
artinya;

"sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kcpada

yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara

manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil".

Dalam hal ini pandang figih siyasah mengenai tugas dan fungsinya
sebagai lembaga pertahanan,membantu presiden dalam menyelenggarakan kader,
menyelenggarakan pengkajian permasalahan nasional, memantapkan nilai-nilai
kebangsaan, mengembangan hubungan kerja sama berbagai instansi terkait, baik
luar negeri atau dalam negeri sebagai mana disebutkan dalan pasal 2 PERPRES

Nomor 67 Thun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional memang secara

* Abdul Fattah ali ben hajj & Muhammad igbal, Negara ideal menurut islam, h.87
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ekplisit memang tidak ada, tetapi secara implicit lembaga ini (lemhanas)
mencerminkan adanya relevansi dengan tatanan kenegaraan islam. Sebagai
contoh dalam islam ada gerakan ashabiyah yaitu gerakan ini mempunyai
kelembagaan, rasa saling sayang dan saling haru antar mereka yang mempunyai
hubungan darah dan keluarga. Itulah yang melahirkan semangat saling
mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau
diantara mereka yang mempunyai ikatan darah, satu keturuman atau keluarga
mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancuran dan berbuat
untuk melindungi pihak yang terancam.'®

Maka solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi
bangunan dinasti atau Negara besar dan pemimpin yang efektif mengendalikan
ketertiban negara dan melindungi, baik terhadap gangguan dari dalam maupun

terhadap ancaman dari luar tidak terkecuali yaitu lemhanas sebagai benteng

keamanan NKRI.

1 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h 104
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KESIMPULAN

1. Tugas lemhannas adalah:

a. Meyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan
tingkat nasioanal yang berpikir integratif dan profesional, memiliki
watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki
cakrawala pandang yang universal.

b. Menyelenggarakan pengkajian yang yang bersifat konsepsional dan
strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan
internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung
didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945, nilai-nilai pancasila serta nilai-nilai kbhineka tunggal ika-an.

d. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait didalam dan diluar.

Fungsi Lemhannas:
a. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat

nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program
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pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan
pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.

b. Mengkaji berbagai permasalahan strategi nasional, regional dan
internasional baik dibidang Geografi, Demografi, sumber kekayaan alam,
ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu
pengetahuan serta permasalahan iternasioal.

¢. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung didalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta
nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela negara,
transformasi nilai-nilai universal, sistem nasioanal serta pemberdayaan
nilai-nilai kebangsaan.

d. Kerjasama pendidikan pasca sarjana dibidang strategi ketahanan nasional
dengan lembaga pendidikan nasional dan/ atau internasional.

e. Kerjasama pengkajian strategi dan kerjasama pemnatapan nilai-nilai
kebangsaan dengan institusi didalam dan diluar negeri.

2. Dalam pandangan Figh Siyasah Lemhannnas dengan pemerintahan islam,
keduanya sama-sama sangat menghargai wawasan kebangsaan. Militer sebagai
suprastruktur Negara tentu memiliki wawaasan kebangsaan yang capable,
dimana sebagai penjaga garis demarkasi Negara seluruh baktinya dihadapkan

pada kepentingan bangsa dan Negara.
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